salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN

Menimbang:

Mengingat

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

a. bahwa guna menyesuaikan harga patokan penjualan

mineral bukan logam dan batuan sebagaimana
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30
Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan
Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan guna
mengoptimalkan penerimaan Daerah, maka Peraturan
Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 18), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 27);

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten

Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Pekalongan

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1), diubah
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 7

Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan
batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral
bukan logam dan batuan atau hasil kegiatan
pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang
belum dipungut pajak mineral bukan logam dan
batuan selaku Subjek Pajak.
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil
pengambilan atau hasil pengolahan dengan harga
standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan
batuan.
Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
adalah harga rata-rata yang berlaku dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. tanah urug sebesar Rpl15.000,00/M?2 (lima
belas ribu rupiah per meter kubik);
b. pasir sebesar Rp100.000,00/M?* (seratus ribu
rupiah per meter kubik);
c. andesit sebesar Rp70.000,00/M?* (tujuh puluh
ribu rupiah per meter kubik);
d. tanah Liat sebesar Rp20.000,00/M? (dua puluh
ribu rupiah per meter kubik); dan
e. pasir dan Batu (sirtu) sebesar Rp60.000,00/M?3
(enam puluh ribu rupiah per meter kubik).



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita Daerah  Kabupaten
Pekalongan.

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 79
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PR AT AN An]

ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ



